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® SILVY DIAN SETIAWAN m -
, poin-poin yang ter-
h Eljllh tuk cantum dalam buku tata tertib tidak akan
memberikan pendidikan _ kan yang akan direvi
karakter. i e e o
‘dapat menggunakan’ (jilbab). Itu nanti
YOGYAKARTA — Sekolah g yang akan kita revisi,” ujar
Pertama (SMP) Negeri 8 Yogyakarta Retna mengaku memang ada anjuran
(tatib) yang didu dari guru kepada A?WBF meng:
:ll'nsckolah Kebijakan itu tidak Jilbab pun’ di saat belajar mata pela-
sesuai des Jaran agama Islam.
wal) Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 mmmmmmﬁ
Kepala ot Menurut dia, tidak ada kewajiban yang
karta, - ditekankan dalam penggunaan jilbab ter-
dah membahas bersama | pilh: hadap siswi SMP Negeri 08 Yogyakarta.
Kkait terkait poin-poin dari tata tertibyang  Sifatnya hanya anjuran. B-hk;:a kata
akan i

harus, tidak wajib,” kata Retna saat dite-  seperti ini, akibatnya begini,” kata Retna.
mui di Negeri 8 Yogyakarta, Senin Kendati demikian, kata Retna, pihak
(11/02) SMP Negeri 8 Yogyakarta akan menyem-
. Ombudsman Republik Indonesia  purnakan aturan sekolah tersebut. “Kalan
(ORI) Perwakilan DIY sehelumnya telah ~ merevisi secara keseluruhan, kita mende-
mﬂny% ran akhir hasil peme-  Kati tahun ajaran baru, Jadi, khusus untuk
) terkait dugaan kewajiban  Penggunaan seragam (pakaian
maannm'lhdlSMl‘NengYog yaitu jilbab) saja dulu yang kita tindak
Perwakilan DIY menemukan

RI lanjuti,” ujar dia.
tata tertib sekolah yang dinilainya tidak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yog-
1 dengan perwal. mmaka.n tata
Ketua ORI Perwakilan DIY, BudhiMas-  SMP Negeri 8 Yogyakarta. Plt Kepala Di-
tata sendiridibuat  nas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi
dengan mengacu perwal tersebut,  Asrori, mengatakan, tidak ada kewajiban
menggunakan “Dalam  akan dilakukan sesuai dengan reko
perwal dia menggunakan diksi * . dasi dari Ombudsman | SiBelig
_| Artinya (penggunaan jilbab) itu pilihan, Kita evaluasi tindak lanjut dari ORL Kita |
Tapi, di tata tertib itu, kalimat yang ada kata kaian jilbab ada (kewa- 0
| “dapat’tidak dicantumkan,” kata Budhi. ﬁhan). kata Budi. Lo
© Ombudsman meminta SMP Negeri 8 Dia mengatakan, evaluasi tidak
1" Yogyakarta untuk merevisi tata tertip  dilakukan terhadap SMPN 8 ¥« Uty
] tersebut sehingga tidak melencengdari  tetapi juga terhadap sekolah lainnya. Hal |
... perwal. ORI juga meminta Dinas Pendi-  itu dilakukan agar tata wstggmn
dikan Kota Yogyakarta untuk melakukan Hmmmjm;m i Kota
,,mlum Tidak hanya SMPN 8 Yogya- Yommmé al 57/2011. Hm
-4+ karta, tetapi juga seluruh tata tertib seko- 1 tata tertib me-
Iahyxngnﬂadl‘{mahm mummqnwmmmm
— Dia memastikan, di sekolah punsiswa  sekolah, aturan lain juga akan dievaluasi. 44—
behsnmﬂm\mm Salah satunya terkait penggunaan kenda-
auunm."\maya.mgmdmpm raan bermotor bagi siswa SMP. n
memakai kerudung kan haknya,” ujar Wod: mas atamil huds Iis
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan Netral Biasa Untuk Diketahui
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